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 ABSTRAK 
NAMA :Surya Aji Akbar 
NIM  :10500111118 
JUDUL :Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang 
Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap 
Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota 
Makassar 
Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidak patuhan masyarakat pada 
hukum dan undang-undang lalu lintas yang di berlakukan, terfokus pada alat 
transportasi umum, yang mana fungsinya sebagai moda transportasi massal, yang 
pada umumnya melakukan pelanggaran  adalah hal yang biasa saja, banyak 
pelanggaran umum yang terjadi sering di lakukan. 
Penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan perlu di tingkatkan dan 
dilakukan secara berkesinambungan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya 
kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan 
masyarakat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, kelestarian 
lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan sekaligus menwujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan 
terpadu. 
Sistem transportasi dapat terselenggara dengan tertib, aman dan nyaman, 
teratur dan lancar haruslah memperhatikan kondisi teknis sarana trasnportasi, namun 
sulit dipungkiri, bahwa kecepatan, kenyamanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat pengguna jasa transportasi cenderung memperihatinkan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field risearch), 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat beberapa faktor yang 
melatarbelakangi pengendara angkutan umum melakukan prlanggaran lalu lintas 
diantaranya: faktor saingan yang semakin meningkat, kurangnya pemahaman 
berkendara yang aman di jalan raya. Dari segi sosialisali akan tertib berlalu lintas 
masih kurang. Dalam pelaksanaannya, pelanggaran lalu lintas memiliki dampak 
kecelakaan lalu lintas yang merugikan. 
Implikasi dari penelitian ini ialah:  
1.Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong 
perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan 
dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 
2.Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
3.Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan 
angkutan umum bagi pemenuhan mobilitas, karena sebagian besar masyarakat 
tingkat ekonominya sangat lemah atau sebagian besar tidak memilik kendaraan 
pribadi. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya 
teknologi yang memudahkan pergerakan tiap inividu. Kendaraan umum sebagai 
alat transportasi dimasa modern dapat membantu aktivitas manusia yang 
memudahkan pergerakan, waktu lebih singkat, dan berpindah melakukan aktivitas 
manusia yang dinamis dan tidak bisa berdiam dalam waktu lama. 
Alat transportasi umum merupakan suatu kebutuhan alternatif bagi 
masyrakat yang menujang kehidupan dalam berbagai kegiatan. Namun alat 
transportasi umum yang kita jumpai saat ini sudah kurang layak untuk kita acungi 
jempol, dengan berbagai permasalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kita 
saksikan saat ini, menyebabkan berbagai permasalahan sosial. 
Salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di Indonesia 
adalah kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah kota dituntut 
menyediakan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman bagi 
masyarakatnya. 
Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu kota besar di 
Indonesia menghadapi masalah transportasi. Membaiknya tingkat ekonomi 
mempercepat bertambahnya kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak diimbangi 
perkembangan infrastruktur jalan sehingga dikhawatirkan jalan-jalan di Makassar 
macet. 
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Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan 
masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.  Menurut UU no.22 
tahun 2009  tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum 
adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang 
dengan kendaraan bermotor umum.  
Pelanggaran alat transportasi umum yang kita temui sehari-harinya 
mungkin sudah menjadi kebiasaan yang di maklumi, namun juga pelanggaran 
tersebut berdampak pada masalah sosial di masyarakat, pelanggaran-pelangaran 
umun yang kita dapati di lapangan biasanya ialah angkutan umum yang ugal-
ugalan, menurunkan dan mengambil penumpang di sembarang tempat, serta 
menerobos lampu lalu lintas. 
Adapun dampak sosial lain yang sangat penting kita ketahui bersama, 
antara lain polusi udara, konsumsi energi, pelanggaran hak asasi manusia, 
estetika, kemacetan, serta berbagai dampak sosial lainnya. 
Adapun pelanggaran ini masih kurang di tindaki dalam proses hukum oleh 
penegak hukum. Pada permasalahan ini, yang harus paling bertanggung jawab 
ialah para penegak hukum, yang mana merupakan pihak yang berwajib untuk 
menindaki para pelanggar hukum. 
Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang umtuk melakukan 
tindakan menurut kehendak sendiri tannpa memperhatikan peraturan yang telah 
dibuat. Sedangkan menurut Tarmizi pelanggaran adalah tidak terlaksananya 
peratutan atau tata tertib secara konsisten. 
Kemajuan di bidang teknologi otomotif tidak saja menghasilkan alat 
ttansportasi yang cepat dan bersifat massal sehingga dapat membantu gerak 
mobilitas sebagian besar manusia, tetapi juga mengakibatkan munculnya efek-
efek samping yang merugikan manusia itu sendiri. Polusi udara, kebisingan, dan 
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kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran lalu lintas merupakan beberapa contoh 
efek yang merugikan dari perkembangan teknologi transportasi umum. Dalam lalu 
lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan 
proses produktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan mapun 
tindak pidana yang berkaitan dengan transportasi umum. Untuk mengatur dan 
menjaga keraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang 
adil dan dan beradab  
 Untuk dapat terlaksananya transportasi dengan aman dan nyaman, 
disamping tergantung pada faktor sarana dan prasarana yang mendukungya, juga 
sangat tergantung pada faktor kesadaran dan ketaatan hukum anggota masyarakat 
penggguna sarana dan prasarana transportasi tersebut. Pergerakan manusia, 
kendaraan dan barang harus dapat diperkiran beberapa besar dampaknya 
(kuantitas dan kualitas) apabila pergerakan lalu lintas itu membebani sistem 
jaringan jalan yang sudah.  
Sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia, tuntutan pemenuhan 
kebutuhan akan alat transportasi tidak hanya pada tersedianya transportasi yang 
murah dan cepat, namun  juga menuntut  akan tersedianya alat tranportasi yang 
menjamin terciptanya kondisi lalu lintas dan angkutan jalan aman dan lancar. 
Adapundalamfirman Allah mengenaitransportasi Q.S. Yasin /36:41. 
 
              
Terjemahannya: 
“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa 
kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan
1
 
 
                                                             
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,,(Jakarta: Batu Kramat Jati, 2013),h 
.439. 
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Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidak 
sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Hal ini dikarenakan tidak berbandingnya 
jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang pada akhirnya akan memungkinkan 
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi 
pengguna jalan raya. 
Aturan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh negara yang berlaku 
secara sah, sedangkan masyarakat menjadi pelaksanaannya. Dalam mengikuti 
aturan yang tertera dalam pasal-pasal jika tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut, 
maka disebut pelanggaran lalu lintas.  
Di Indonesia banyak perkara pelanggaran lalu lintas yang tidak sesuai 
dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas 
yang diselesaikan di tempat oleh oknum yang berwenang atau polantas sehingga 
pelanggaran lalu lintas tidak sampai proses hukum, hal ini lah yang banyak terjadi 
di Indonesia jadi banyak orang yang menyepelekan peraturan lalu lintas karna 
apabila mereka melanggar peraturan lalu lintas mereka tinggal menyuap aparat 
tersebut. Dan bagi aparat hal ini bisa disalah gunakan, dengan jabatan mereka 
sebagai aparat bisa mengahasilkan uang lebih dengan hal tersebut. 
 Persidangan perlanggaran lalu lintas berlangsung cepat, dalam proses 
persidangan terdakwa ditempatkan disuatu ruangan. Lalu hakim membacakan 
nama para terdakwa untuk membacakan denda, setelah denda selesai dibacakan 
hakim akan mengetuk palu sebagai tanda bahwa telah ditetapkannya suatu 
keputusan. Dipasal 211 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dimaksudkan 
sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. 
Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyak 
problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran 
yang dapat kita temui dalam kehidupan kita. Aspek keselamatan dalam berlalu 
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lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kualitas pengemudi, kelayakan 
kendaraan, dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan.  Jika salah 
satu komponen ini tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan 
terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas 
menjadi besar. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring dengan 
pertambahan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polri 
untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang 
ideal dimasyarakat. 
Dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas maka dirumuskan 
suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang di 
dalamnya berisi pengaturan dan penerapan sanksi bagi suatu pelanggar. Hal ini 
dimaksudkan uutuk menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak terlalu 
membebani masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan 
sanksi atas pelanggaran lalu lintas. 
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, serta tentang bagaimana proses penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas 
jalan raya. Prosedur pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan 
berita acara pemeriksaan melainkan cukup dilakukan pencatatan oleh penyidik 
yang sekaligus merupakan pemberitahuan kepada si pelanggar tentang waktu atau 
hari, tanggal dan tempat kejadian dimana si pelanggar melakukan pelanggaran 
lalu lintas. Pencatatan penyidik atau polisi tersebut lazim disebut sebagai surat 
tilang, yang kepanjangannya dari bukti pelanggaran lalu lintas 
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B. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
angkutan transportasi umum ? 
b. Bagaimana upaya menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor22  Tahun 
2009 pada angkutan transportasi umum ? 
C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 
dijadikan sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1.Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh angkutan transportasi umum 
2.Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Lalu LintasNomor 22 Tahun 
2009 pada angkutan transportasi umum. 
D. Kajian Pustaka 
Pengertian lalu lintas angkutan jalan di dalam undang-undang lalu lintas 
dan angkutan jalan dirumuskan tentang pengertian lalu lintas angkutan jalan 
secara sendiri-sendiri yakni sebagai berikut: 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu 
Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasana Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta 
pengelolanya”. 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
“Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”. 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat 
lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas  jalan”. 
Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak pindah orang atau 
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dan 
sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. 
Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah perbuatan atau perkara 
melanggar. Atau dengan kata lain pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih 
ringan daripada kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar adalah 
melewati atau melalui dengan tidak sah, menubruk, menabrak, menyalahi, 
melawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pelanggaran yaitu pelanggaran 
lalu lintas adalah suatu perbuatan atau perkara melewati, melalui dengan tidak 
sah, menabrak, menyalahi, melawan, yang berhubungan dengan arus bolak-balik, 
hilir mudik atau perjalanan dijalan, perhubungan antara satu tempat dengan 
tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a.Agar dapat mengetahui bagaimana upaya tindak pidana untuk 
mendapatkan efek jerah bagi pelanggaran lalu lintas 
b.Agar dapat mengetahui dampak suatu wilayah ketika sistem penegakan 
hukum lalu lintasnya tidak tertata baik. 
c. Agar dapat mengetahui perlindungan hukum pengguna (jasa) 
transportasi umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 
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1. Kegunaan Teoritis 
Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah 
pengetahuan serta wawasan terhadap tinjauan hukum terhadap pelanggaran 
Lalu Lintas yang dilakukan alat transportasi umum ( tinjauan terhadap Undang-
Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) 
2. Kegunaan Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi 
para praktisi hukum, terpidana dan peneliti selanjutnya, serta masyarakat 
berkaitan Tinjauan Hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan 
alat transportasi umum ( tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 
Tahun 2009) 
 
 
 
9 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu 
lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat 
menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.
1
Lalu lintas di 
dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas 
Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana 
yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang 
berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pengertian lalu lintas dalam Pasal 1 butir 2 
UULLAJ merupakan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan oran di ruang lalu 
lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana 
yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang 
berupa jalan dan fasilitas pendukung. 
Adapun peran lalu lintas dan amgkutan jalan mempunyai strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
 Kepatuhan supir angkutan umum terhadap pelanggaran lalu lintas sangat 
penting karena patuh dan taat kepada hukum bisa mengurangi angka kecelakaan 
di jalan raya. Seharusnya semua dapat dicegah dengan pengawasan yang ketat 
dari semua elemen, dan dari kesadaran setiap masyarakat akan kepentingan 
berkendara dengan regenerasi kendaraan yang sudah tidak layak jalan. 
 
                                                             
1
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi 
Teknis Lalu Lintas, (Semarang: Kompetensi Utama, 2009)h.6 
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Bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama 
oleh semua instansi terkait (stakeholder) sebagai berikut: 
1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang 
bertanggung jawab di bidang jalan 
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan 
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan 
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
industri 
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di 
bidang teknologi 
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor dan pengemudi, penegak hukum operasional manajemen dan 
rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia 
Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut 
Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
2
 Pelanggaran 
yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah terdapat di dalam 
Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 326, apabila ketentuan 
tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran. 
                                                             
2
Mohammad Yakup, Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di 
Lingkungan Polresta Malang, (Malang : Fakultas Hukum, 2002), h, 9. 
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Didalam pengertian umum yang diatur oleh UULLAJ (Pasal 1 UU No. 22 
Tahun 2009), tidak ditemukan adanya pengertian secara limitative tentang apa  
yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas.  
Menurut Awaloedin  bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau 
tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) 
huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-
undangan yang lainnya.
3
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah sebagai 
peraturan pelaksanaanya bertujuan untuk menertibkan seluruh pemakai jalan 
termasuk juga para pengendara kendaraan bermotor. Dalam Pasal 4 ayat Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan 
diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 
dalam keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memperhatikan 
seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan 
jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efesien, 
mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok 
daratan. 
Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan 
bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta 
kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan : 
 a. Rambu jalan 
b. Marka jalan 
c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas 
d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan 
                                                             
3
 Naning Rondlon,Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak 
Hukum dan Lalu Lintas,Jakarta : Bina Ilmu, 1983, h. 19. 
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e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan 
f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di 
jalan dan di luar jalan.  
Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah suatu pelanggaran terhadap 
ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku dan 
dilakukan oleh seseorang di jalan, baik dengan menggunakan kendaraan, maupun 
pejalan kaki sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuktikan. 
Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu sesuai  
penjelasan bunyi Pasal 211 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP 
ialah : 
1.Menggunakan   jalan   dengan   cara   yang   dapat   merintangi, 
membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin 
menimbulkan kerusakan pada jalan. 
2.Mengemudikan kendaraan tidak dapat memperlihatkan SIM,   STNK, 
STUK  atau  bukti  lain  yang  diwajibkan  menurutketentuan  peraturan  
perundang-undangan      atau      dapat memperlihatkan tetapi kedaluwarsa 
3.Membiarkan atau memperkenankan kendaraan dikemudikan oleh orang 
yang tidak memiliki SIM. 
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas    
jalan tentangpenomoran,penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan 
kendaraan dan syarat penggandengan kendaraan lain. 
5. Membiarkan kendaraan yang ada dijalan tanpa dilengkapi dengan plat 
nomor yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang 
bersangkutan. 
13 
 
 
 
6. Pelanggaran   terhadap   perintah   yang diberikan   oleh   petugas pengatur 
lalu lintas jalan atau APIL, rambu-rambu atau tanda-tanda yang ada 
dipermukaan jalan. 
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatanyang diizinkan, 
cara menaikan dan menurunkan penumpang dan atau memuat / 
membongkar barang. 
8. Pelanggaran terhadapijintrayek,jeniskendaraan yang diperbolehkan 
beroperasi di jalan yang di tentukan 
 Pada hakikatnya, hal ini merrupakan objek yang menyentuh dari aspek 
sosiologi hukum atau aspek sosial masyarakat.Sosiologi hukum merupakan suatu 
cabang ilmu pengetahun yang secara analitis dan emprise menganalisis atau 
mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial 
lainnya.
4
Karena itu perlu pengawasan yang lebih dilakukan oleh aparat dalam hal 
ini polisi lalu lintas untuk melakukan penegakan hukum untuk mencegah hal-hal 
yang tidak diinginkan dan melakukan penertiban bagi masyarakat pengguna 
kendaraan baik angkutan umum untuk tidak melakukan tindak melawan hukum 
atau pelanggaran. 
 Sosiologi hukum utamanya menitikberakan tentang bagaimana hukum 
melakukan interaksi di dalam masyarkat.Sosiologi hukum menekankan 
perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan 
hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana 
hukum mempengaruhi masyarakat.
5
 
 
                                                             
4
Soerjono Soekanto,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,Jakarta:Rajawali Pers.h,2012.13 
5
Achmad Ali,Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta:PT.Yarsif 
Watampone,1998,h,34. 
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 Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan memang harus perlu 
dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas 
jangkauan dan pelayanannya kepada  masyarakat, dengan tetap 
mempertimbangkan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian 
lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelanggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal 
dan terpadu. 
B. Tinjaun Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dan Bentuk 
Pelanggarannya. 
  Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata. Menurut Djajoesman (1976) 
mengemukakan bahwa lalu lintas diartikan sebagai gerak manusia atau barang 
dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana umum.  
  Meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu 
lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang kita ketahui, pengertian pelanggaran 
adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada 
kejahatan.
6
 
 Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah 
Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia tanggal 23 Desember 1992 jenis pelanggaran diklasifikasikan menjadi 
tiga bagian yaitu klasifikasi jenis pelanggaran ringan, klasifikasi jenis pelanggaran 
sedang dan klasifikasi pelanggaran. 
 Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas 
mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas. 
                                                             
6
 W.J. Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h 
98. 
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 Dengan bertambahnya lalu lintas di jalan itu menyebabkan jalan-jalan 
semakin padat dan kelihatan semakin sempit, oleh karena itu harus diadakan 
pelebaran jalan. Dengan simpang siurnya kendaraan di jalan raya itu 
membuktikan bahwa rohani manusia yang berkomunikasi dengan kendaraan 
makin banyak. Jadi pada prinsipnya manusialah yang paling banyak 
mempergunakan jalan atau menjadi pemakai jalan yang utama, yaitu manusia 
yang dalam tingkatan rohani dan jasmani juga tentang pengetahuan peraturan lalu 
lintas pada umunya dapat dikatakan kurang cukup.  
Dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:286. 
                      
                      
                      
  
Terjemahannya: 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya 
Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 
Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami 
memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. 
Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."
7
 
Mereka pada umumnya kurang menyadari akan bahaya yang mungkin 
timbul atas dirinya atau diri orang lain jika mereka sudah meginjakan kakinya di 
jalan. Di jalan sering terjadi peristiwa yang menimbulkan bahaya dan malapetaka 
yang akan menimpa jiwa dan harta. Janganlah hendaknya beranggapan bahwa 
peraturan lalu lintas hanya merupakan beban atau penghambat bagi para pemakai 
jalan. Pesatnya perhubungan yang memakai kendaraan bermotor memerlukan 
                                                             
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Batu Kramat Jati, 
2013),h.49. 
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banyak peraturan yang diperlukan untuk ketertiban hubungan lalu lintas itu. 
Semua bentuk lalu lintas itu mempunyai pengaturan hukum tersendiri. 
Angkutan umum jenis transportasi massal yang digunakan masyarakat 
untuk berpindah tempat. Angkutan umum atau transportasi umum sangat 
menunjang bagi pembangunan ekonommi khususnya dikota-kota besar. Jenis 
yang sering digunakan adalah angkot. 
Membawa penumpang dalam jumlah yang banyak adalah tujuan angkutan 
umum diciptakan, gunanya adalah agar penumpang dapat berpindah tempat. 
Kenyamanan dan keselamatan saat menggunakan transportasi massal sangat 
diperlukan agar tercipta suasana yang kondusif dan tenang.  
Perjalanan yang jauh serta banyaknya orang yang menaiki angkutan umum 
membuat pemerintah seharusnya lebih mengedepankan aspek keselamatan dan 
kenyamanan. Namun tampaknya hal itu jauh dipinggirkan, masih banyak yang 
harus dibenahi misalnya bising, biangnya kemacetan, pelanggaran lalu lintas, 
jumlah penumpang yang melebihi kapasitas, melanggar lalu lintas, supir angkot 
yang ugal-uaglan, ditambah lagi sering terjadi  tindak criminal seperti pencopetan 
atau pelecehan seksual. 
Pengertian pelanggaran menurut undang-undang, khususnya dalam buku 
ke-III KUHP tidak dijelaskan, namun dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelanggaran dalam arti yuridis adalah tindak pidana yang ancaman hukuman 
maksimalnya tidak lebih dari satu tahun, serta tidak dapat dilakukan penangkapan 
atau penahanan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Kemudian dikaitkan 
dengan pelanggaran lalu lintas maka, pelanggaran itu terjadi dimana unsur 
kesalahan terdapat pada pengemudi/sipelaku itu sendiri. Sedangkan pengertian 
lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan, ini 
terdapat dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, bila dilihat 
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arti lalu lintas sangat luas, antara lain lalu lintas di udara, dilaut dan didarat. Disini 
penulis hanya memakai lalu lintas yang diatur dalam undang-undang lalu lintas 
angkutan jalan. Dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan juga disebutkan 
adanya kendaraan atau lebih lazim dikenal dengan angkutan umum. Pada pasal 1 
ayat 10 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kendaraan 
bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang 
dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Tetapi dalam undang-undang ini tidak 
dijelaskan secara rinci jenis-jenis angkutan umum, namun dapat diketahui dengan 
batasan bahwa kendaraan tersebut dipergunakan untuk umum dan dipungut 
bayaran. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikategorikan seperti travel, 
taksi, bus pariwisata, angkutan kota, bus kota, bus karyawan dan lain sebagainya 
termasuk kendaraan umum sepanjang kendaraan tersebut dipergunakan untuk 
umum dan dipungut biaya. Apabila kendaraan tersebut bukan dipergunakan untuk 
umum dan tidak dikenakan biaya, maka bukan tergolong kendaraan umum seperti 
kendaraan pribadi, sepeda motor (bukan tergolong kendaraan umum berdasarkan 
PP Nomor 41 Tahun 1993 Pasal 4) dan lain sebagainya. Yang mana dalam pasal 4 
tersebut berbunyi : “Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan 
dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang”   
Secara umum pelanggaran lalu lintas ialah perbuatan yang bertentangan 
dengan perundang-undangan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaan lainnya 
yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda serta dapat pula 
mengganggu Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas 
(KAMTIBCARLANTAS). Dengan kata lain pengertian pelanggaran lalu lintas 
adalah suatu pelanggaran yang ditimbulkan oleh pemakai jalan baik kendaraan 
bermotor atau tidak mempergunakan alat mesin, orang ataupun hewan terhadap 
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ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan lalu lintas jalan dan peraturan 
pelaksanaannya. 
Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang 
modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dan 
dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan 
mematikan proses produktifitas masyarakat.Seperti kecelakaan lalu lintas, 
kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan transportasi umum. 
 Adapun dalam firman Allah yang menjelaskan tentang kenyamanan 
dalam Q.S. Al-Imran/3:159. 
                     
                        
Terjemahannya: 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam 
urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.”8 
Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa setiap manusia dituntun untuk 
berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan. 
 Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan 
tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, 
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi 
pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan 
hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas. 
                                                             
8
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Batu Kramat Jati, 
2013),h.50. 
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Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang serin terjadi adalah sebagai 
berikut: 
1. Berkendara tidak memakai sistem pengamanan yang lengkap seperti 
pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak 
berstandar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt. 
2.Menggunakan jalan dengan membahayakn diri sendiri ataupun pengendara 
lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam 
keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru. 
3. Pengendara melanggar lampu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat 
dikebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena 
sedang terburu atau malas menunggu. 
4. Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat izin 
mengemudi. 
5. Membiarkan kendaraan lain yang ada dijalan tidak memakai plat nomor 
atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK. 
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. 
Pelaksaanaan aturan tidak mudah diterima oleh masyarakat, sehingga 
aparat polisi lalu lintas dalam hal ini harus ekstra aktif dalam melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam berlalu lintas. 
Kebiassan penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara damai dalam hal ini 
dilakukan secara kekeluargaan, inilah yang semakin berkembang dalam masyarkat 
saat ini. Akibatnya penerapan aturan berlalu lintas masih kurang efektif karena 
belum tersosialisasikan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengerti 
akan aturan tersebut.  
Pelanggaran pasti akan ada dampaknya termasuk juga dampak 
pelanggaran lalu lintas, berikut ini adalah dampak dari pelanggaran lalu lintas : 
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1. Tingginya angka kecelakaan diperismpangan atau perempatan maupun 
dijalan raya. 
2. Keselamatan pengendara yang menggunakan jalan menjadi terancam 
bahkan pejalan kaki yang menyebrang maupun berjalan di trotoar 
3. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dikarenakan para pengendara 
tidak mematuhi peraturan maupun rambu-rambu lalu lintas. 
4. Kebiasaan pengendarayang melanggar lalu lintas sehingga budaya 
melanggar peraturan lalu lintas. 
  Di antara faktor yang menyebabkan beberapa dampak yang telah 
disebutkan diatas, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas 
yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etiak, tingkah 
laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan 
bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang 
tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa memetingkan 
kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan 
oleh masyarakat yaitu : tidak membawa STNK, SIM, helm, menerobos lampu 
merah, mermarkir kendaraan sembarangan tempat, membawa kendaraan dengan 
laju yang cepat, memuat penumpang lebih dari kapasitas kendaraan, tidak 
memperhatikan mesin dan kelengkapan kendaraan dan sebagainya. 
  Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas pun dibedakan menjadi pelanggaran 
ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan terjadi apabila seseorang tidak 
sengaja membawa SIM. Hal semacam ini harus diperhatikan oleh polisi dalam 
mengambil keputusan. Masyarakat seharusnya diberi pengetahuan tentang aturan-
aturan dalam berlalu lintas dan memberi sanksi yang tegas kepada mereka yang 
mengindahkan aturan tersebut. Karena sebagai penegak hukum yang diebrikan 
amanat oleh undang-undang, harus menjalankan amanat tersebut dengan baik 
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bukan malah membiarkan masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak taat 
akan aturan dengan adanya kebiasaan menyelesaikan pelanggaran secara damai, 
tanpa harus melalui prosedur yang ada. Dengan penegakan dan memberikan 
sosialisasi tentang aturan lalu lintas yang baik dan benar diharapakan kehidupan 
yang damai dan aman saat berada di jalan raya dan membuat masyarakat sadar 
akan pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas. 
 C. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum 
Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanaan, UULLAJ mengatur 
persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan yang berpotensi menyebabkan 
kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan angkutan 
publik, dalam norma Undang-Undang untuk menjamin tersedianya angkutan 
umum yang selamat, ama, nyaman, dan terjangkau. 
Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang 
perilaku manusia.
9
 Dengan demikian hukum tidakmenunjuk pada satu aturan 
tunggal, tetapi seperangkatan aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat 
dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga konsekuensinya adalah tidak mungkin 
memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. Menurut Van 
Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara 
damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan 
melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, 
kemerdekaan,jiwa,harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya.
10
 
Kata perlindungan di atas menunjuk pada adanya terlaksananya 
penanganan kasus yang dialami dan akan diselesaikan menurut ketentuan hukum 
                                                             
9
Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan 
Kepaniteraan , (MKRI, Jakarta. 2006),h. 13. 
10
Chainur Anasjid,Dasar-Dasar Ilmu Hukum,(Sinar Grafika. Jakarta. 2000) h. 40.  
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yang berlaku secara penal maupun non penal dan juga adanya kepastian-kepastian 
usaha-usaha untuk memberikan jaminan-jaminan pemulihan yang dialami.  
Adapun arti hukum pengangkutan jika ditinjau dari segi keperdataan, 
dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturannya, di dalam dan diluar 
kodifikasi yang berdasarkan atas dan bertujuan untuk mengatur hubungan-
hubungan hukum yang terbit karena keperluan pemindahan barang-barang dan/ 
atau orang-orang dari suatu tempat ketempat lain untuk memenuhi perikatan-
perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu, termasuk perjanjian-
perjanjian untuk memberikan perantaraan mendapatkan. 
Dari pengertian –pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat diperoleh 
suatu kesimpulan bahwa pada pokoknya pengangkutan merupakan perpindahan 
tempat, baik mengenai benda-benda maupun maupun mengenai orang-orang, 
karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan 
manfaat serta efisiensi. 
Diluar KUHD dan KUH Perdata terdapat peraturan mengenai 
pengangkutan orang didarat, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ, serta 
PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 
secara khusus diatur mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengangkutan darat seperti asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan, fasilitas dan elemen pendukung dalam penyelenggaraan lalu lintas 
dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan, dan juga diatur mengenai tanggung 
jawab pihak pengangkut. Pengertian pengguna jasa menurut Pasal 1 angka 20 UU 
No. 22 Tahun 2009 adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan 
jasa angkutan umum, sedangkan penumpang adalah orang yang mengikatkan diri 
kepada pihak pengangkut. Keberadaan Angkutan umum bertujuan untuk 
menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran 
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pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, 
nyaman, cepat, dan biaya murah. Dalam kenyataannya masih sering pengemudi 
transportasi melakukan tindakan yang dinikai dapat menimbulkan kerugian bagi 
penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang seperti 
kekecawaan dan ketidaknyamanannya yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya 
saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat 
menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum 
sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan 
secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang 
yang menjadi korban.Dalam hal ini tentu saja melanggar pasal 23 ayat 1 (a) 
UULLAJ. Tindakan lainnya adalah pengemudi melakukan tarif yang tidak sesuai 
dengan tariff resmi, hal ini tentu saja melanggar pasal 42 UULLAJ tentang tarif. 
Atau tindakan lain seperti menurunkan di sembarang tempat yang dikehendaki 
tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga tujuan pengangkutan yang sebenarnya 
diinginkan oleh penumpang menjadi tidak terlaksana. Hal ini tentu saja melanggar 
ketentuan pasal 45 (1) UULIAJ mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap 
penumpang yang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat 
tujuannya. Dan adanya perilaku pengangkut yang mengangkut penumpang 
melebihi kapasitas maksimun kendaraan. 
Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-
Undang juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai 
persyaratan badan usaha angkutan jalan agar mampu tumbuh sehat, berkembang, 
dan kompetitif secara nasional dan internasional  selain itu membuka daerah 
terpencil keseluruh rakyat Indonesia untuk menjamin pelayanan angkutan jalan 
perintis dalam upaya peningkatan kegiatan ekonomi 
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Dalam buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan. ini menjelaskansecara umum 
transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan 
ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis 
misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan 
menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan 
dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu 
untuk mempertinggi integaritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan 
keamanan nasional.
11
 
Dalam upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu lintas telah 
dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui 
media elektronik maupun cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya 
penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil yang 
optimal.  Masalah lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri 
tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar 
stakeholders (pemangku kepentingan) dan masyarakat. 
  Keamanan dan keselamatan di jalan merupakan harapan semua pengguna 
jalan. Lalu lintas merupakan urat nadi bagi tumbuh dan berkembangnya 
masyarakat. Demikian halnya kualitas hidup masyarakat untuk dapat tumbuh dan 
berkembang sangat dipengaruhi faktor lalu lintas. Polri sebagai Aparat Negara 
yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 
pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya 
khususnya Polantas sebagai institusi Kepolisian yang menangani masalah –
masalah lalu lintas berupaya mewujudkan dan memelihara keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 
                                                             
11
Abbas Salim, Manajemen Transportasi, (Jakarta:Raja Grafindo, 2006),  h. 2 
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Sesuai dengan misi Polantas adalah melindungi, mengayomi dan melayani 
masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan  
hukum  lalu  lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi 
kendaraan pengemudi di jalan. Pada bagian pengkajian masalah lalu lintas 
merupakan salah satu upaya membangun kemitraan dan membangun kesadaran 
berlalu lintas para pengguna lalu lintas diantaranya dengan melakukan berbagai 
upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. 
 Untuk itu berbagai upaya dalam menekan kecelakaan lalu lintas sangat 
dibutuhkan juga diperlukannya berbagai program yang dapat digunakan sebagai   
sarana koordinasi   kepada  instansi terkait lainnya sehingga dapat terciptanya 
kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. 
Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik pelayanan atau 
jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk 
atau tidak berkualitas kepada orang lain.  
Seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:267. 
                        
                     
 
Terjemahannya: 
“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”12 
                                                             
12
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarta: Batu Kramat Jati, 
2013),h.45. 
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Polisi lalu lintas bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup 
penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan 
rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, 
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, 
guna memelihara keamanan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan 
kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas 
merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas 
banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses 
produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun 
tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan transportasi umum. Untuk itu 
polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri 
di masa depan. 
Kemajuan sektor transportasi, dengan segala sarana dan prasarana 
teknologi pendukung yang ada, merupakan sarana sangat vital dalam kehidupan 
modern yang semakin berkembang saat ini, untuk memudahkan kita akses ke 
berbagai sumberdaya yang ada.Namun, pilihan-pilihan atas moda transportasi ini 
haruslah memberikan jaminan bagi keselamatan hidup manusia, menempatkan 
keselamatan di atas segalanya.Pembangunan berdimensi manusia (human 
development), disertai dengan teknologi transportasi berwajah manusiawi, 
haruslah menjadi kepedulian kita bersama. 
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D. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Raya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 
yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-
Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, 
terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan 
dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 
pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. 
Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 
menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam 
pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin 
pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan 
sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, 
memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek 
kehidupan bangsa dan negara. 
Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat 
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 
memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan 
bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : 
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1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 
tinggi martabat bangsa; 
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. 
 Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 
1. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; 
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan  dan 
pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa Lalu 
lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. 
Mencermati lebih dalam dari semangat yang telah disebutkan di atas, 
maka kita harus lebih dalam lagi melihat isi dari Pasal-Pasal yang ada di UU 
Nomor 22 Tahun 2009. Dari sini kita akan tahu apakah semangat tersebut seirama 
dengan isi dari pengaturan-pengaturannya, atau justru berbeda. Selanjutkan kita 
dapat melihat bagaimana UU ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana 
pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakuakn 
penegakannya. 
Pengaturan yang mengatur tentang lalu lintas ini yaitu Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan 
Undang-Undang nomor 14 tahun 1992. Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 ini adalah untuk ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalanya lalu 
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lintas demi mewujudkan pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari 
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun tujuan dari 
berlalu lintas menurut Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
sebagai berikut terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang 
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk 
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi 
martabat bangsa. 
Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan 
mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang ini, mengingat begitu 
banyaknya revisi peraturan dalam undang-undang yang baru ini. Semua peraturan 
yang di keluarkan ini agar dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran 
jalanya lalu lintas kendaraan bermotor di jalan raya. Maksud dikeluarkanya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
ini karena undang-undang lalu lintas yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan zaman terutama karena pesatnya perkembangan kemajuan teknik 
dibidang pengangkutan di jalan raya. Setiap orang dianggap/diwajibkan 
mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan, akan tetapi hanya sebagian 
kecil saja dari penduduk yang mengerti terutama mengenai peraturan lalu lintas 
yaitu hanyalah pengemudi kendaraan bermotor yang telah menempuh ujian ketika 
hendak mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Bilamana terjadi suatu 
pelanggaran peraturan lalu lintas, maka terlebih dahulu haruslah diingat bahwa 
segala peraturan lalu lintas jalan berisikan 2 (dua) kategori ketentuan yaitu yang 
merupakan perintah dan larangan. 
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Dengan berlakunya UU No.22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat 
membantu menwujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
penyelenggara jasa transportasi, baik itu pengusahan transportasi, pekerja (sopir/ 
pengemudi) serta penumpang. 
Karena berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 
1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi 
Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini 
pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-
sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut : 
a. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang 
bertanggung jawab. 
b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan 
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
sarana dan prasarana lalu lintas. 
c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industry lalu lintas dan 
angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang 
industri.  
d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan 
angkutan jalan, oleh kementerian teknologi; dan 
e. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan dan 
pengemudi, penegakkan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa 
lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitiannya berikut beberapa 
metode yang digunakan Untuk memudahkan peneliti melakukan penelitiannya 
berikut beberapa metode yang digunakan. 
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini bersifat kajian pustaka (Library research) dan penelitian 
lapangan (field research) .Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan 
metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan 
kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature 
bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan 
darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan 
beralamatkan di jalan AP.Pettarani, Makassar 92561 
B. PendekatanPenelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 
karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang 
sosiologi hukum dan  pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang-undang 
(statute approach). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-
undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum terhadap pelanggaran Lalu 
Lintas yang dilakukan alat transportasi umum (tinjauan terhadap Undang-Undang 
Lalu Lintas). 
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C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, menggunakan data primer yaitu data yang 
mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan Perundang-undangan. Data 
sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku atau literature, karangan-
karangan ilmiah yang berkaitan dengan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan 
alat transportasi umum.  
1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 
dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada 
subyek sebagai sumber informasi yang dicari
1
. Adapun bahan hukum 
primer: 
a. Undang- Undang No.22 Tahun 2009 
b. Undang-undang No.14 Tahun 1992 
c. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan. 
d. Pasal 211 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.  
2. Data Sekunder. 
Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari 
berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh 
dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang 
dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan 
penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.
2
Bahan hukum yang 
memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan alat transportasi umum. 
 
                                                             
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
2
Uma Sukarna, Metode Analisis Data (Jakarta Kencana: 2007), h. .26. 
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3. Bahan hukum tersier  
Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan 
hukum lainnya. 
D. MetodePengumpulan Data 
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai 
literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan 
berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media 
internet. 
Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu 
data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang 
didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini 
beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan. 
1. Interview 
Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud 
tertentu.
3
Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh 
penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman 
wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan 
diajukan.
4
 
2. Observasi 
                                                             
3
 Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung Remaja 
Rosdakarya, 2011), h. 135. 
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: 
Rineke Cipta, 2002), h. 202. 
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Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis 
dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek ecara langsung 
guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek 
yang diteliti.
5
Dalam pelaksanaan ini penulis menggunakan alat bantu 
untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatansehingga 
seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi dapat 
langsung dicatat. 
3. Dokumentasi. 
Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman 
siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di 
lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 
Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi 
penting dalam penelitian kualitatif. 
E. InstrumenPenelitian 
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang 
disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku 
dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu 
peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian 
kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjung kelapangan. Adapun 
alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut: 
a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa pertanyaan. 
                                                             
5
 M. Ikbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik  (Cet I; Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 
17. 
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b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua 
percakapan dengan sumber data 
c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan informan. 
F. TehnikPengelolaan Data danAnalisis Data 
Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi 
dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat 
disajikan secara deskriptif.  
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.
6
 Tujuan analisis data adalah untuk 
menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Metode yang 
digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap 
data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak 
menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif 
kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang 
sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari 
hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. 
Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh 
kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik pengolahan dan analisis data 
dengan metode kualitatif. Adapun teknik dan intrpretasi data yang akan digunakan 
yaitu: 
1. Reduksi data (seleksi data) yang mana prosesnya akan dilakukan 
sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah 
data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah 
baik data yang terdapat dari lapangan maupun yang terdapat dari 
                                                             
6
Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan 
dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian 
2. Sajian data, dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. 
Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni, menguraikan 
setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum 
kemudian memaparkannya secara spesifik. 
3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/ verification) Langkah 
terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 
dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan 
sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan 
data berikutnya. Kesimpulan-kesmpulan yang diperoleh selama di 
lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 
memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga 
terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis Kota Makassar 
Secara geografis, kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur 
dan 5,8 derajat lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar. 
Wilayah kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar 
mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang dari arah Selatan ke 
Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya mencakup beberapa pulau, 
diantaranya Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, 
Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Batang, Pulau Barang Lompo, Pulau 
Kodingareng Lompo, Pulau Samalona dan pulau-pulau kecil lainnya. 
2. Luas Wilayah 
Luas wilayah kota Makassar adalah 175,77 km
2
. Secara umum konfigurasi 
bentuk wilayah kota Makassar termasuk datar dan menurut morfologi regional 
merupakan deretan pengunungan Lompobattang yang berelief rendah. Keadaan 
topografitinya datar hingga berombak dengan ketinggian berkisar antara 1-25 
meter di atas permukaan laut. Satuan relief di daerah ini pada umumnya ditutupi 
aluvium hasil sedimentasi rawa, pantai dan sungai serta material hasil gunung api 
dengan kemiringan lereng 0-2 % . 
Bentuk lahan adalah hasil bentukan asal alluvial di beberapa tempat 
mempunyai ketinggian yang sangat rendah dari permukaan laut sehingga sering 
tergenang dan merupakan rawa-rawa. Bentuk lahan ini dijumpai disekitar muara 
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Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang yang secara geomorfologi dikategorikan 
sebagai dataran banjir sungai. Selanjutnya daerah yang mempunyai bentuk 
topografi berombak sebagai bagian terkecil dari wilayah kota Makassar hanya 
dijumpai di wilayah utara dan timur yang secara administrative termasuk 
kecamatan Biringkanaya. 
Secara administratif kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi 
Selatan, mempunyai luas wilayah 175,77 km
2 
atau 0,28 % dari luas wilayah 
Sulawesi Selatan, terdiri dari 14 kecamatan 143 kelurahan. 
Dari 14 wilayah kecamatan, kecamatan Biringkanaya yang merupakan 
wilayah terluas yaitu: 484,22 km
2
 atau 27,43 persen luas kota Makassar dan 
kecamatan Mariso yang merupakan wilayah kecamatan terkecil dengan luas 
wilayah: 0,182 Ha. Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam kota Makassar 
dapat dilihat pada table berikut : 
NO KECAMATAN LUAS (KM
2
) 
1 Mariso 1,82 
2 Mamajang 2,25 
3 Tamalate 20,21 
4 Makassar 2,25 
5 Ujung Pandang 2,63 
6 Wajo 1,99 
7 Bontoala 2,1 
8 Ujung Tanah 5,94 
9 Tallo 5,83 
10 Panakkukang 17,05 
11 Biringkanaya 48,22 
12 Tamalanrea 31,84 
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13 Manggala 24,14 
14 Rappocini 9,23 
 Jumlah 175,77 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 
 Sebagai pusat ekonomi kawasan Indonesia Timur, pembangunan kota 
Makassar mendapatkan banyak tantangan dari berbagai sektor. Salah satu sektor 
yang harus mendapat perhatian serius adalah bagaimana memecahkan persoalan 
transportasi yang semakin lama semakin rumit.. pertumbuhan kendaraan di kota 
Makassar sangat tingg. Pertambahan kendaraan bermotor maupun mobil tidak 
sebanding dengan peningkatan ruas jalan. Permasalahan tersebut harus sungguh-
sungguh memerlukan penanganan yang tepat agar dampat negatif yang timbul 
seperti pelanggaran lalu lintas akibat kemacetan dan prasarana fasilitas jalan tidak 
memadai dapat di atasi sedini mungkin 
 Makassar salah satu permasalahan yang dihadapi di kota-kota besar di 
Indonesia adalah kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas. Pemerintah kota 
dituntut menyediakan transportasi angkutan umum yang aman dan nyaman bagi 
masyarakatnya. 
Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu kota besar di 
Indonesia menghadapi masalah transportasi. Membaiknya tingkat ekonomi 
mempercepat bertambahnya kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak diimbangi 
perkembangan infrastruktur jalan sehingga dikhawatirkan jalan-jalan di Makassar 
macet. 
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Trayek Angkutan Umum Kota Makassar 
NO TRAYEK  RUTE BERANGKAT RUTE KEMBALI 
1 KODE A BTN Minasa Upa - Syech 
Yusuf-Sultan Alauddin -Andi 
Tonro-Kumala-Ratulangi-Jend. 
Sudirman(Karebosi Timur)-
HOS  okroaminoto(Sentral)-KH. 
Wahid Hasyim-Wahidin 
Sudirohusodo - CPasar Butung 
Pasar Butung- Sulawesi - 
Riburane Achmad Yani 
(Balaikota) - Jend. Sudirman - 
Ratulangi (MaRI) - Landak - 
Veteran - Sultan Alauddin - 
Syech Yusuf - BTN Minasa Upa 
2 KODE B 
 
Terminal Tamalate - Malengkeri 
- Dg. Tata - Abdul Kadir - 
Dangko - Cendrawasih - Arief 
Rate - Sultan Hasanuddin- 
Pattimura-Ujung Pandang - 
Jend. Ahmad Yani (Balaikota) - 
Pasar Butung 
Pasar Butung - Sulawesi - Jend. 
Ahmad Yani - Kajaolalido 
(Karebosi Timur) - 
Bontolempangan - Arief Rate -
Cendrawasih-Dangko - Abdul 
Kadir - Dg. Tata - Malengkeri- 
Terminal Tamalate 
3 KODE  C KH. Wahid Hasyim-DR. 
Wahidin Sudirohusodo-Buru- 
andang-Masjid Raya-Cumi-
Cumi - Pongtiku - Ujung 
Pandang Baru -Gatot Subroto-
Juanda-Regge- Rappokalling 
Rappokalling- Korban 40 Ribu-
Juanda-Gatot Subroto-Ujung 
Pandang baru- Pongtiku -Datok 
Ditiro-Sunu-Masjid Raya-
Bawakaraeng-Jend. Sudirman-
HOS Cokroaminoto - KH. 
Wahid Hasyim - Makassar Mall 
4 KODE D Terminal Daya -Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
-AP. Pettarani - Bawakaraeng - 
Selatan Makassar Mall-HOS 
Cokroaminoto-Bulusaraung- 
Masjid Raya - Urip Sumoharjo -
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Latimojong - Andalan - Laiya - 
Selatan Makassar Mall 
Perintis Kemerdekaan-Terminal 
Daya 
5 KODE E Terminal Panakkukang - 
Toddopuli- Tamalate - Emmy 
Saelan - Mapala - AP. Pettarani -
Maccini Raya- Urip Sumoharjo -
Bawakaraeng - Latimojong - 
Andalan - Laiya - KH. Agus 
Salim - Timur Makassar Mall 
KH. Agus Salim - P. 
Diponegoro - Bandang - Masjid 
Raya - Urip Sumoharjo - AP. 
Pettarani - Mapala - Emmy 
Saelan - Tamalate - Toddopuli - 
Terminal Panakkukang 
6 KODE F Terminal Tamalate - 
Mallengkeri - Dg. Tata - Dg. 
Ngappe - Kumala - Veteran - 
Bandang - Buru - Andalas - 
Satangnga - KH. Agus Salim - 
Timur Makassar Mall 
KH. Agus Salim - Pangeran 
Diponegoro - Andalas - Buru - 
Bandang - Veteran - Sultan 
Alauddin - andi Tonro - Kumala 
- Dg. Ngeppe - Dg. Tata - 
Mallengkeri - Terminal 
Tamalate 
7 KODE G Terminal Daya - Kima - TOL 
(Ir. Sutami) - Tinumbu - 
Cakalang - Yos Sudarso - 
Tentara Pelajar - Kalimantan - 
Pasar Butung 
Pasar Butung - Kalimantan - 
Cakalang - Tinumbu - TOL (Ir. 
Sutami) - Kima - Terminal Daya 
8 KODE H Perumnas Antang - Antang 
Raya - Urip Sumoharjo - 
Bawakaraeng - Jend. Sudirman 
-DR. Wahidin Sudirohusodo - 
Satando - Kalimantan- Pasar 
Pasar Butung - Kalimantan - 
Satando - DR. Wahidin 
Sudirohusodo - Tentara Pelajar - 
Ujung - Bandang - Masjid Raya 
- Perumnas Antang 
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Butung 
9 KODE I Terminal Panakkukang - 
Toddopuli - Borong - Batua 
Raya - Abd. Daeng Sirua - AP. 
Pettarani - Pelita Raya - sungai 
Sadddang Baru -Sungai 
Saddang - Karungrung - Arif 
rate - Sultan Hasanuddin - 
Pattimura - Pasar Baru 
Pasar Baru - Pattimura - Ujung 
Pandang - Riburane - Jend. A. 
Yani (Balaikota) - Kajaolalido - 
Bontolempangan - Karungrung - 
Sungaii saddang - Sungai 
Saddang Baru - Pelita Raya - 
AP. Pettarani - Abd. Dg. Sirua - 
Batua Raya - Terminal 
Panakkukang 
10 KODE J Terminal Panakkukang - 
Toddopuli - Tamalate - Emmy 
Saelan -Sultan Alauddin - andi 
Tonro - Kumala - Dr. Sam 
Ratulangi - Jend. Sudirman - 
HOS Cokroaminoto - 
Nusakambangan 
 
Nusakambangan - Jend. A. Yani 
- Jend. Sudirman - Dr. Sam 
Ratulangi - Landak - Veteran - 
sultan Alauddin - Emmy Saelan 
- Tamalte - Toddopuli - 
Terminal Panakkukang 
11 KODE K Terminal Panaikang - Urip 
Sumoharjo - 
Taman Makam Pahlawan - 
Abd. Dg. Sirua - Adhiyaksa - 
Terminal Panakkukang - 
Toddopuli Raya - Tamalate - 
Emmy Saelan - Sultan 
Alauddin - Terminal Tamalate 
Terminal Tamalate - Sultan 
Alauddin - Ammy Saelan - 
Toddopuli Raya - Terminal 
Panakukkang - Adhiyaksa - 
Abd. Dg. Sirua - Taman 
Makam Pahlawan - Urip 
Sumoharjo - Terminal 
Panaikang 
12 KODE L Terminal Tamalate - Pasar Butung - Butung - 
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Mallengkeri - Dg. Tata - Dg. 
Ngeppe - Kumala - Mallong 
Bassang - Mappaoddang - 
Mangerangi - Baji Ateka - Baji 
Minasa - Nuri - Rajawali - 
Penghibur - Pasar Ikan - Ujung 
Pandang - Nusantara - Butung - 
Pasar Butung 
Sulawesi - Riburane - Ujung 
Pandang - Pattimura - Somba 
Opu - Rajawali - Gagak - Nuri 
- Baji Minasa - Cendrawasih - 
Dangko - Abd. Kadir - Dg. 
Tata - Mallengkeri - Terminal 
Tamalate 
13 KODE M Terminal Panaikang - Urip 
sumoharjo - AP. Pettarani - 
Rappocini Raya - Veteran - Dr. 
Sam Ratulangi - Kakatua - 
Cendrawasih - Tanjung Alang 
Tanjung Alang - Tanjung 
rangas - Cendrawasih - 
Kakatua - Landak - Veteran - 
Sultan Alauddin - AP. Pettarani 
- Urip Sumoharjo - Terminal 
Panaikang 
14 KODE N Terminal Tamalate - Sultan 
Alauddin - Syech Yusuf - 
Jipang Raya - Veteran - dr. 
Sam Ratulangi - Kakatua - 
Cendrawasih - Tanjung Alang 
Terminal Panakkukang - 
Toddopuli Raya - Tamalate - 
Tidung Raya - SMA 9 - Jipang 
Raya - Tala Salapang - Sultan 
Alauddin - Terminal Tamalate 
15 KODE O Terminal Panaikang - Urip 
sumoharjo - Taman Makam 
Pahlawan - Batua Raya - 
Toddopuli Raya - Pengayoman - 
AP. Pettarani - Urip Sumoharjo - 
Bawakaraeng - Veteran Utara - 
Bandang - Ujung - Yos Sudarso 
Pasar Butung - Kalimantan - 
Satando - Yos Sudarso - Ujung - 
Bandang - Masjid Raya - Urip 
Sumoharjo - AP. Pettarani - 
Panakkukang - Adhiyaksa - 
Urip Sumoharjo - Terminal 
Panaikang 
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- Tarakan - Kalimantan - Pasar 
Butung 
16 KODE P Terminal Panaikang - Urip 
Sumoharjo - AP. Pettarani - 
Landak Baru - Veteran - Dr. 
Sam Ratulangi - Mappaoddang - 
Dg. Ngeppe - Dg. Tata - 
Mallengkeri - Terminal 
Tamalate 
Terminal Tamalate - 
Mallengkeri - Dg. Tata - Dg. 
Ngeppe - Kumala - Dr. Sam 
Ratulangi - Landak - Landak 
Baru - AP. Pettarani - Urip 
Sumoharjo - Terminal 
Panaikang 
17 KODE U Pasar Pannampu - Tinumbu - 
Cakalang - Yos Sudarso - 
Andalas - Latimojong - 
Bulukunyi - Rusa - Lanto Dg. 
Pasewang - Dr. Sam Ratulangi - 
Landak - Veteran - Sultan 
Alauddin - Terminal Tamalate 
Terminal Tamalate - Sultan 
Alauddin - andi Tonro - Kumala 
- Dr. Sam Ratulangi - lanto Dg. 
Pasewang - Rusa - Bulukunyi - 
Latimojong - Andalas - Yos 
Sudarso - Cakalang - Tinumbu - 
Pasar Pannampu 
18 KODE R Pasar Baru - Ujung Pandang - 
Nusantara - Pasar Butung - 
Tentara Pelajar - Kalimantan - 
Satando - Yos Sudarso - Ujung - 
Bandang - Masjid Raya - Urip 
Sumoharjo - Perintis 
Kemerdekaan - Kampus Unhas 
Kampus Unhas - Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
- Bawakaraeng - Kartini - 
Bontolempangan - Usman Jafar 
- Sultan Hasanuddin - Pattimura 
- Pasar Baru 
19 KODE V1 Terminal Daya - Paccerakkang - 
Mangga Tiga  
Mangga Tiga - Paccerakkang - 
Terminal Daya 
20 KODE V2 Sudiang - KNPI - Terminal Terminal Daya -KNPI – 
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Daya Sudiang 
21 KODE V3 Pasar Daya - Paccerakang – 
Mongcongloe - Panyangkallang 
Panyangkallang - Mongcongloe 
- Paccerakang - Daya 
22 KODE W Terminal Daya - KIMA - 
Kapasa - SMA 6 - Ir. Sutami - 
Salodong - Desa Nelayan 
Desa Nelayan - Salondong - Ir. 
Sutami - SMA 6 - Kapasa - 
KIMA - Terminal Daya 
23 KODE B1 Terminal Tamalate - mallengkeri 
- Dg. Tata - Abd. Kadir - 
Dangko - Cendrawasih - Arif 
Rate - Sultan Hasanuddin - 
Sawerigading - Bontolempangan 
- Karunrung - Sungai Saddang - 
Latimojong - Masjid Raya - 
Urip Sumoharjo - Perintis 
Kemerdekaan - Kampus Unhas 
kampus Unhas - Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
- Bawakaraeng - Kartini - 
Bontolempangan - Arif Rate - 
Cendrawasih - Dangko - Abd. 
Kadir - Dg. Tata - Mallengkeri – 
Tamalate 
24 KODE  C1 Korban 40 ribu - Ujung Pandang 
Baru - Pongtiku - Cumi-Cumi - 
Laccukang - Sunu - Masjid Raya 
- Urip Sumoharjo - Perintis 
Kemerdekaan - Kampus Unhas 
Kampus Unhas - Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
- Bawakaraeng - Jenderal 
sudirman - HOS Cokroaminoto 
- Dr. Wahidin Sudirohusodo - 
Tentara Pelajar - Ujung - 
Bandang - Masjid Raya - Sunu - 
Teuku Umar - Gatot Subroto - 
Korban 40 Ribu 
25 KODE E1 Terminal panakkukang - 
Toddopuli Raya - Perumnas - 
Kampus Unhas - Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
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Hertasning - AP. Pettarani - 
Kampus IKIP - Gunung Sari - 
AP. Pettarani - Pelita Raya - AP. 
Pettarani - Abd. Dg. Sirua - 
PLTU - Urip sumoharjo - 
Perintis Kemerdekaan - Kampus 
Unhas 
- PLTU - Abd. Dg. Sirua - AP. 
Pettarani - Kampus IKIP - 
Gunung Sari - AP. Pettarani - 
Hertasning - Perumnas - 
Toddopuli Raya – Panakkukang 
26 KODE F1 Terminal Tamalate - 
Mallengkeri - Dg. Tata - M. 
Tahir - Kumala - veteran - 
Masjid Raya - Urip Sumoharjo - 
Perintis Kemerdekaan - Kampus 
Unhas 
Kampus Unhas - Perintis 
Kemerdekaan - Urip Sumoharjo 
- AP. Pettarani - Abubakar 
Lambogo - Veteran - Sultan 
Alauddin - Andi Tonro - 
Kumala - M. Tahir - Dg. Tata - 
Mallengekeri - Terminal 
Tamalate 
 Angkutan umum merupakan jenis transportasi massal yang digunakan 
masyarakat untuk berpindah tempat. Angkutan umum sangat menunjang bagi 
pembangunan ekonomi, khususnya dikota-kota besar. Jenis yang sering digunakan 
adalah angkot, bajaj, busway, metromini, dan masih banyak lagi. 
 Membawa penumpang dalam jumlah yang banyak adalah tujuan angkutan 
umum guna agar penumpang dapat berpindah tempat sekaligus. Kenyamanan dan 
keselamatan saat menggunakan transportasi massal sangat diperlukan agar tercipta 
suasana yang kondusif dan tenang. Perjalanan yang jauh serta banyaknya orang 
yang menaiki angkutan umum membuat pemerintah seharusnya lebih 
mengedepankan aspek keselamatan dan kenyamanan. 
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 Bising, biangmya kemacetan, pemberi polusi, pelanggaran lalu lintas 
itulah sejenak yang terpikirkan tentang angkutan umum. Di kota-kota besar wajar 
saja masyarakatnya sering menggunakan kendaraan umum untuk sekendar 
berbelanja atau pergi kekantor. Namun hal kenyamanan berkendara sepertinya 
sudah jauh dipinggirkan. Bayangkan saja angkutan umum yang sudah tidak layak 
jalan harus dipaksa tetap beroperasi. Karat menggorogoti setiap jengkal badan 
mobil, asap kendaraan yang berwarna hitam pekat, jumlah penumpang yang 
melebihi kapasitas, melanggar rambu-rambu serta peraturan lalu lintas, ditambah 
lagi sering terjadi tindak kriminal seperti pelecehan seksual ditambah lagi dengan 
supir angkutan umum yang ugal-ugalan saat mengemudikan kendaraan umum. 
Stigma negative terhadap angkutan umum sepertinya berkembang, 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap angkutan umum sepertinya semakin besar. 
Transportasi massal ini harusnya tetap terpelihara agar warga khususnya kota-kota 
besar yang padat kendaraan dapat menikmati nyaman dan amannya menaiki 
angkutan umum. Stigma negatife tak pelak membuat masyarakat enggan 
menggunakan angkutan umum karena takut bahanya. Efeknya tetntu masyarakat 
yang akhirnya memilih angkutan pribadi sebagai alternatife ketidakpercayaan 
masyarakat. Sebenarnya keberadaan angkutan umum sangat penting bagi 
masyarakat, perannya sangat sentral dalam setiap kemajuan pembangunan 
pembangunan. Kita dapat menghemat waktu dan dapat mengurangi kemacetan 
lalu lintas akibat kendaraan pribadi. 
 Sebagai kota metropolitan sekaligus pusat ekonomi kawasan Indonesia 
timur, pembangunan kota Makassar mendapatkan banyak dari berbagai sector. 
Salah satu sektor yang harus mendapat perhatian serius adalah bagaimana 
memecahkan persoalan transportasi yang semakin lama semakin rumit. 
Meningkatnya kendaraan atau transportasi di kota Makassar tidak sebanding 
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dengan peningkatan ruas jalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh 
dalam berlalu lintas khususnya angkutan umum.  
B. Ditlantas Polda Sulawesi Selatan  
Ditlantas Polda Sulawesi Selatan beralamatkan di jalan AP.Pettarani, 
Makassar 92561 mempunyai visi dan misi dan struktur organisasi Ditlantas Polda 
SulSel. Adapun fungsinya sebagai berikut : 
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, 
sarana, angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan dan 
pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan. 
2. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, 
angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan 
jalan 
3. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang 
jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, 
angkutan jalan, dan pengendalian operasional lallu lintas dan angkutan 
jalan. 
4. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan jalan yang 
menjadi keweknangna Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 
5. Pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu 
lintas dan angkutan jalan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi 
teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan 
Direktorat lalu lintas angkutan jalan terdiri dari: 
1. Subdirektorat Jaringan Trasnportasi Jalan 
2. Subdirektorat Sarana Angkutan Jalan 
3. Subdirektorat Lalu Lintas Jalan 
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4. Subdirektorat Pengendalian Operasional 
5. Subbagian Tata Usaha 
Visi dan Misi Ditlantas Polda Sulsel 
VISI 
Terwujudnya personel yang memiliki kredebilitas dan akuntabilitas dalam 
memelihara Kamsetibcar lantas, menjamin tegakmya hukum dijalan yang 
bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta penegakan demokrasi dan 
hak azasi manusia dalam rangka menwujuka kepastian hukum masyarakat. 
MISI 
a. Pelanggaran personil lalu lintas ditempat-tempat yang rawan dan 
potensial terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan 
penjagaan dan pengaturan lalu lintas. 
b. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas 
guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas 
dengan mengutamakan tindakan preventif dan edukatif. 
c. Melaksanakan pendidikan masyarakat guna pembentukan karakter 
sikap dan perilaku tertib lalu lintas sejak usia dini 
d. Melaksanakan pengkajian masalah lalu lintas bekerjasama dengan 
pihak Pemerintah Daerah dan lintas sektoral. 
e. Melaksanakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 
Bermotor dan pengemudi (penertiban SIM, STNK, BPKB) yang 
beriontasi pad prinsip tepat waktu, tidak berbelit-belitt dan bebas dari 
percakapan maupun pungutan-pungutan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan.  
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6. StrukturOrganisasi Ditlantas Polda SulSel 
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51 
 
 
 
Direktorat Lalu Lintas memiliki fungsi lalu lintas sesuai tugas dan 
peranannya dalam membina kamtibcar lantas. Bahwa fungsi dan tugasnya 
merupakan fungsi kepolisian yang berdiri paling depan dan mempunyai peran 
yang lengkap, baik dalam tugas prementif, preventif sekaligus tugas-tugas 
penegakan hukum. 
Penyelidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh 
penyidik Kepolisan Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang dibei wewenang khusus menurut Undang-Undang. 
C.Pelaksanaan Sanksi Atas Pelanggaran lalu lintas Yang Dilakukan Oleh 
Angkuta Transportasi Umum 
 Adapun kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia selain diatur dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang: 
1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita 
sementara waktu kendaraan yang patut diduga melanggar peraturan berlalu 
lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan 
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan 
Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
3. Meminta keterangan dari pengemudi kendaraan dan atau perusahaan 
angkutan umum 
4. Melalukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengenudi, kendaraan, mauatan, 
Surat Tanda Nomor Berkendara, Surat Tanda Coba Kendaraan, dan atau 
tanda lulus uji sebagai barang bukti. 
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5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan 
lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan 
7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; 
8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu 
Lintas; dan/atau 
9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 
 Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 Adapun Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk: 
1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan 
Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan 
peralatan khusus; 
2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang 
dan/atau barang dengan kendaraan umum; 
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi 
kendaraan di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; 
4. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan; 
5. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau 
Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik 
jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau 
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin 
penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan 
menandatangani berita acara pemeriksaan. 
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Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Terminal 
dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal 
kewenangan dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib 
berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
 Ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi/penyidik 
pegawai negeri sipil (ppns) dengan uang yang besarnya kurang lebih sama dari 
denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bisa diselesaikan lebih cepat 
daripada mengurus tilang itu lama dan sangatlah sulit. Bila penyuapan ini terbukti 
maka bisa membuat polisi/ppns dan penyuap dihukum penjara karena menyuap 
polisi/ppns adalah sebuah perbuatan melanggar hukum. Dengan menyuap petugas 
maka terjadi kehilangan pendapatan pemerintah, merusak citra penegak hukum 
serta menjadi perilaku buruk pengguna lalu lintas dan sasaran untuk menurunkan 
kecelakaan tidak tercapai serta turunnya respek masyarakat terhadap petugas 
penegak hukum. 
D. Upaya menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22  Tahun 2009 
pada angkutan transportasi umum 
 Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan awal 
perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas 
pelanggaran lalu lintas.  
 Pelaku pelanggaran kebanyakan dilakukan oleh angkutan umum 
rendahnya kesadaran berlalu lintas sering terjadi pelanggaran yang berdampak 
pada kecelakaan, aspek kelalaian kendaraan, sumber daya manusia juga 
memperhatinkan. Sumber daya manusia yang dimaksudkan terkait kecakapan 
pengguna kendaraan yang terwujud dalam lisensi atau Surat Izin Mengemudi 
sebagai penunjang tingginya probalitas pelanggaran lalu lintas. 
54 
 
 
 
 Upaya penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22  Tahun 2009 
pada angkutan transportasi umum dilakukan melalui peningkatan, pengawasan 
dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya penegakan 
hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perunusan ketentuan hukum yang lebih 
jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menekan angka pelanggaran 
lalu lintas dan kecelakaan. Hal yang paling berpengaruh dalam permasalahan 
upaya penegakan hukum adalah komitmen aparat dalam menggunakan hukum, 
hal ini dikarenakan aparat merupakan bagian dari dari system hukum yang sangat 
menentukan dalam upaya pencapaian tujuan hukum. 
 Ada tiga cakupan manajemen lalu lintas yang harus dicermati yaitu: 
1.  Perencanaan lalu lintas. Rencana dan program perwujudan dalam 
ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang 
diinginkan pada setiap ruas jalan di kota makassar, usulan aturan-aturan 
lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, 
usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu rambu lalu 
lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan 
pengaman pemakai jalan. Mau tidak mau, harus ada usaha peningkatan 
kapasitas jalan, dan persimpangan yang memadai untuk mengimbangi laju 
pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Makassar. 
2. Pengaturan dan pengawasan lalulintas. Ketentuan kebijakan ini adalah 
bagaimana penataan sirkulasi lalu lintas, menentukan kendaraan 
tranportasi massal, menetapkan kecepatan maksimum atau minimum 
kendaraan, larangan pengunaan jalan, larangan atau perintah bagi pemakai 
jalan. Aturan yang sebenarnya sederhana tapi fakta di jalan-jalan kota 
Makassar berbanding terbalik. Mulai dari alat transportasi massal yang 
tidak representatif. Padahal salah satu syarat menjadi kota metropolitan 
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adalah penyediaan tranportasi massal seperti Bus kota, di Makassar hanya 
tersedia angkutan kota pete-pete yang dituding sebagai salah satu faktor 
semrawutnya lalu lintas kota Makassar. Banyak marka dan rambu jalan 
yang tidak berfungsi secara baik,  badan jalan yang digunakan oleh 
pedagang terutama disekitar pasar-pasar, dan semua itu dilengkapi 
pengguna jalan yang belum mengerti bagaimana berlalu lintas secara 
benar. Sedangkan dalam pengawasan lalu lintas dilakukan melalui 
penilaian yang mencakup tingkat pelayanan, dan jumlah pelanggaran lalu 
lintas. Penilaian ini untuk mengetahui efektifitas terhadap kebijaksanaan 
lalu lintas yang telah diterapkan. Hal-hal yang belum maksimal dapat 
dikoreksi dan dijadikan kebijakan lalu lintas selanjutnya. 
3. Pengendalian lalu lintas. Kegiatan ini berhubungan dengan suatu budaya 
masyarakat berlalu lintas. Pemkot hendaknya berkerjasama dengan pihak 
polantas untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksaanan 
kebijakan lalu lintas. Dapat dengan pemberiaan pedoman tata cara 
pelaksanaan manajemen lalu lintas. Intinya bagaimana pemkot dan 
polantas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan 
lalu lintas. Sekali lagi mengatasi persoalan transportasi di kota besar 
seperti Makassar bukanlah persoalan yang mudah dan tidak dapat 
dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Perlu kerja keras dan kerja sama 
yang solid dari semua pihak terkait. 
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E. AnalisisPelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016 
1. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Profesi 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 PNS 289 324 253 397 514        2,193  
2 
Karyawan 
Swasta 4893 4472 4033 5097 8610        33,035  
3 Mahasiswa 1234 1184 869 1065 2025        7,327  
4 Pelajar 1348 1376 1281 1752 2377        9,908  
5 Pengemudi 850 853 777 898 1170        5,349  
6 Polri 34 5 33 7 0        83  
7 TNI 0 3 76 5 0        88  
8 Lain-Lain 657 923 643 524 1436        4,947  
 Jumlah 9305 9140 7965 16132 16132 0 0 0 0 0 0 0 59,727  
Sumber: Ditlantas Polda Sulawesi Selatan 
Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang 
kota Makassar tahun 2016 bukan hanya melibatkan kalangan muda seperti 
kalangan pelajar dan kalangan mahasiswa, tetapi juga melibatkan kalangan 
dewasa dalam berbagai profesinya, seperti pegawai negeri dan pegawai swasta. 
Namun yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas banyak darin 
kalangan karyawan swasta. 
Faktor- faktor pelanggaran yang sering diabaikan sehingga berakibat fatal 
seperti terjadinya kecelakaan yaitu : Berkendara dalam keadaan mengantuk, 
menggunakan telepon seluler saat berkendara, mengendarai dengan kecepatan 
tinggi, melanggar marka jalan, tidak memperhatikan kelaikan kendaraan. Aspek 
keselamatan (safety) dalam berlalu lintas selain dipengaruhi oleh kualitas 
pengemudi, kelaikan kendaraan disertai juga sarana prasarana yang memenuhi 
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standar keselamatan maka kemungkinan pelanggaran lalu  lintas yang dapat 
menyebabkan kecelakaan berkurang. 
2. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasrkan SIM 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1  A 745 728 497 557 1345 430 320      4622  
2 AU 158 216 170 178 352 215 129      1418  
3 B1 90 62 115 90 125 153 48      683  
4 B1 U 135 206 141 124 196 136 82      1020  
5 B II 46 71 69 43 81 26 18      354  
6 B II U 205 150 198 153 243 123 78      1150  
7 C 2987 3024 2541 2329 2399 2166 1358      16804  
8 A khusus 120 105 0 0 0 0 0      225  
9 Tanpa SIM 4819 4801 4234 2889 8233 2920 1864      29757  
 JUMLAH 9305 9363 7965 6360 12974 6169 3897 0 0 0 0 0 56033  
Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Setiap orang yang mengemudikan atau mengendarai kendaraan di jalan 
wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan yang dikemudikan. 
Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, setiap orang harus memenuhi 
persyaratan usia, administrative, kesehatan dan lulus ujian. 
 Adapun fungsi SIM yaitu sebagai bukti kompotensi mengemudi, sebagai 
registrasi pengemudi kendaraan yang memuat keterangan indentitas lengkap 
pengemudi, data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung 
kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian
 Berdasarkan tabel diatas, yang paling banyak melakukan pelanggaran tiap 
bulan adalah yang menggunakan SIM C dibanding pengguna SIM lain 
58 
 
 
 
3. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pendidikan  
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 SD 698 843 420 561 1336 625 251      4734  
2 SLTP 1154 1321 1116 1223 1913 1204 483      8414  
3 SLTA 5560 5190 4373 3474 9716 4245 2243      34821  
4 AKADEMI/ PT 1185 1570 1405 781 2342 899 474      8656  
5 
PUTUS 
SEKOLAH 354 317 324 219 781 251 195      2441  
6 LAIN-LAIN 354 260 327 0 0 0 0        
 JUMLAH 9305 9501 6258 16088 7244 3646 0 0 0 0 0 0 6007  
 Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
Berdasarkan tabel diatas pelanggaran lalu lintas dominan dilakukan oleh 
pelajar SLTA pada usia 17 tahun sesuai dengan tabel pelanggaran lalu lintas 
berdasarkan usia yang rentan pada usia dewasa. 
4. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 < 17 THN  615 502 551 488 907 799 387        
2 17-27 4186 4530 3637 2218 5238 2503 1121        
3 28-50 2847 2274 3481 2602 8208 2881 1897        
4 51-70 1056 995 934 689 1491 856 343        
5 > 70 601 607 362 209 200 299 50        
 JUMLAH 9305 9408 8965 16044 7338 3798 0 0 0 0 0 0 61064  
Sumber : Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Dalam pelanggaran lalu lintas tidak mengenal usia, semua golongan dan 
umur mempunyai resiko mengalami pelanggaran lalu lintas. Namun kelompok 
usia terbanyak yaitu pada rentan usia 17-27 (dewasa). 
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5. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Kendaraan 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 
SEPEDA 
MOTOR 7438 7369 5019 1937 10680 5291 2757      40491  
2 
MOBIL 
PENUMPANG 1078 1248 768 827 1900 768 584      7173  
3 
MOBIL 
BEBAN 360 718 919 688 1156 699 254      4794  
4 MOBUS 328 290 340 139 64 85 54      1300  
5 RODA 3 8 6 4 18 11 1 2      50  
6 
KENDARAAN 
KHUSUS 0 0 0 265 1 0 0      266  
 JUMLAH 9212 9631 7050 3874 13812 6844 3651 0 0 0 0 0 54074  
Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Tabel diatas menunjukkan pelanggaran lalu lintas yang paling banyak 
melakukan pelanggaran adalah sepeda motor. Menurut pendapat peneliti sepeda 
motor lebih dominan banyak digunakan masyarakat dari semua kalangan umur, 
jenis kelamin dan profesi. Banyaknya faktor pelanggaran yang dapat dilakukan 
pelanggar sepeda motor mengemudikan motor tidak dilengkapi dengan peralatan, 
dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas, tidak 
dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia, bermotor tanpa 
menggunakan Surat Izin Mengemudi, mengendarai moto secara tidak wajar dan 
melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan 
gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan, tidak mengutamakan keselamatan 
pejalan kaki atau bersepeda 
6. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan Roda Empat 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI  AGUST SEP OKT  NOP DES TOTAL KET 
1 KECEPATAN 31 22 269 39 125 28 20      534  
2 MUATAN 293 312 268 216 401 20 126      1951  
3 
KELENGKAPAN 
RMOR 301 259 288 116 435  58      1778  
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4 SURAT-SURAT 1002 925 912 727 2388 724 318      6996  
5 
SABUK 
KESELAMATAN 317 364 378 318 820 259 77      2533  
6 
MARKA/ 
RAMBU 435 475 289 168 571 230 242      2410  
7 
MELAWAN 
ARUS 
178 60 165 36 40 
 
9 31 
     519  
8 GUNAKAN HP 0 0 0 6 6 34 1      47  
9 LAIN-LAIN 0 0 0 121 174 51 20      366  
 JUMLAH 2557 2417 2569 1747 4978 1937 872 0 0 0 0 0 17113  
Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Tabel di atas menunjukkan pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis 
kendaraan roda empat adalah surat-surat. Faktor kelengkapan surat-surat roda 
empat menurut peneliti seperti usia yang belum cukup untuk memiliki SIM tapi 
sudah bisa mengendarai roda empat selain itu faktor lain yaitu STNK kurangnya 
perhatian dalam membayar pajak. 
7. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Roda 2 
 NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES TOTAL KET 
1 HELM 1107 1125 896 1001 1293 784 488      6694  
2 KECEPATAN 0 0 0 186 512 272 139      1109  
3 KAPAN R ANMOR 824 104O 684 1187 3099 1158 539      8531  
4 SURAT-SURAT 3773 3893 3116 1160 5908 2055 1264      21669  
5 
BONCENGAN 
LEBIH DARI 1 236 64 221 271 91 84 46      1013  
6 MARKA / RAMBU 633 693 565 102 656 325 347      3321  
7 MELAWAN ARUS 269 295 179 190 949 243 233      2348  
8 LAMPU UTAMA 0 0 0 9 6 207 11      233  
9 GUNAKAN HP 0 0 0 5 3 9 1      18  
10 LAIN-LAIN 556 274 427 178 40 183 23      1681  
 JUMLAH 6842 7110 5661 4789 12557 5320 3067 0 0 0 0 0 45346  
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Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Sama halnya pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis roda empat. 
Pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis roda dua lebih dominan pada surat-surat 
kelengkapan motor. Motor dominan digunakan semua kalangan masyarakat, usia, 
profesi. Pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan roda dua tidak 
adanya SIM bagi pelajar yang belum cukup usia yang menjaadi salah satu 
pesyaratan dalam memiliki surat mengendarai atau mengemudi maupun 
masyarakat dan faktor kurang perhatiannya masyarakat dalam membayar pajak 
STNK. 
8. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 WANITA 1866  1974 1617  2121 3035  1362 1299        
2 PRIA 7419 7420 6348  7624  13669  5584 2520        
 JUMLAH 9285 9394 7965 9745 16704 6946 3819 0 0 0 0 0 63858  
Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Dari tabel diatas, jumlah korban pelanggaran dengan jenis kelamin laki-
laki dan wanita pada bulan Januari sampai bulan Februari terjadi peningkatan 
sedangkan pada bulan berikutnya bulan Maret sama-sama terjadi penurunan dan 
kembali meningkat pada bulan April. Pada bulan Mei jenis kelamin laki-laki lebih 
meningkat pelanggaran dibandingkan jenis kelamin wanita.  
 Berdasarkan pengamatan peneliti pada tabel diatas pelanggaran lalu lintas 
dominan dilakukan laki-laki baik mengenderai atau mengemudikan kendaraan 
dibanding dengan jenis kelamin wanita 
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9.Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Lokasi 
NO URAIAN JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AGUST SEP OKT NOP DES TOTAL KET 
1 JALUR UTAMA 6304 6048 5313 2219         19884  
2 JALUR TENGAH 1804 1443 1285 1352         5884  
3 
JALUR ALTERNATIF 
758 876 692 849         3175  
4 
JALUR LAIN-LAIN 
757 1077 675 193         2702  
 JUMLAH 9623 9444 7965 4613 0 0 0 0 0 0 0 0 31645  
Sumber: Ditlantas Polda Makassar Sulawesi Selatan 
 Berdasarkan tabel diatas pelanggaran lalu lintas berdasarkan lokasi 
terdapat di jalur utama.terjadi. Faktor banyaknya terjadi pelanggaran di jalur 
utama karena dominan semua kendaraan melintas di jalur utama baik roda empat, 
roda dua, angkutan umum, kendaraan pribadi, kalangan profesi, segala usia. Pola 
pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan khususnya jalur utama 
telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara. Paradigm berpikir 
masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturna sensitivitas dalam 
berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib. 
 Permasalahan tersebut sungguh-sungguh memerlukan penanganan serius 
dan profesional agar dampak negatif yang timbul dapat diatasi. Pemerintah kota 
Makassar harus melakukan antisipasi dan tidak boleh salah mengambil kebijakan. 
Alat ukur paling pertama dan dan paling mudah menilai peradaban sebuah kota 
adalah, lihatlah bagaimana orang-orangnya berlalu lintas. Tidak bisa dipungkiri 
lalu lintas sebuah kota metropolitan memegang peranan penting dalam banyak hal 
terutama dapat meningkatkan perekonomian sehingga berdampak langsung 
terhadap kesejahteraan masyarakat 
 Faktor-faktor pada semua tabel diatas menunjukkan terdapat banyak faktor 
yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Minimnya 
pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas dikarenakan tidak 
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semua pengemudi atau pengendara paham dan mengetahui peraturan-peraturan 
lalu lintas, arti dari marka dan rambu lalu lintas. Penyebabnya kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu lalu lintas 
dikarenakan ketika ujian untuk mendapatkan SIM dengan cara instan daripada 
mengikuti prosedur. 
 Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran 
terjadinya perilaku menyimpang misalnya heterogen struktur sosial yang unsur-
unsurnya tidak memiliki kedudukan sama untuk mempengaruhi baik dari dalam 
maupun dari luar yang menyebabkan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi. 
 Lalu lintas merupakan suplemen bagi pengaturan jalan raya untuk 
mencapai ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat 
umum. Namun demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah 
kompleks tetapi bukan semata-mata permasalah tersebut diabaikan begitu saja 
oleh pemerintah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Dari pembahasan Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 
Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang 
Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) di kota Makassar dapat disimpulkan: 
1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
“Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 
atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, 
pengguna jalan, serta pengelolanya”.Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan.“Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang 
di ruang Lalu Lintas Jalan”.Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan.“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang 
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang 
lalu lintas  jalan”.Melihat rumusan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di 
atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas angkutan jalan adalah gerak 
pindah orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan dan sarana jalan yang diperuntukkan bagi umum. 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan sanksi 
pelanggaran lalu lintas. 
2. Upaya penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22  Tahun 2009 
pada angkutan transportasi umum dilakukan melalui peningkatan, 
pengawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. 
Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perunusan 
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ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas 
untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Dengan menaati Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen 
Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan 
jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan 
penyelenggara lalu lintas. 
2. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lalu 
lintas dan angkutan jalan harus ditaati dalam system transportasi 
nasional secara terpadu dan mampu menwujudkan tersedianya asa 
transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan 
pelayanan angkutan yang nyaman, tertib, teratur, lancar. 
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